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ABSTRAK 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 

3 menyatakan Hakim Pengadilan Agama mempunyai peran vital dalam memberikan penetapan 

izin poligami. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam 

menerima putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS-Bna. Memahami pengaturan izin pologami di 

Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menganalisis 

Tanggung Jawab suami terhadap isteri atas izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode 

yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan Hakim dalam menerima putusan 

Nomor 272/Pdt.G/2023/MS-Bna, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian 

dengan konteks kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan 

hukum terdahulu. Pengaturan izin pologami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan dan prosedur pelaksanaan poligami yang telah 

ditetapkan tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Ini pula 

yang membedakannya dengan fikih Islam yang memberikan kelonggaran berpoligami. 

Tanggung Jawab suami terhadap isteri atas izin poligami berdasarkan Undang- Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanggung jawab suami terhadap istri pertama dalam izin 

poligami mencakup aspek ekonomi, moral, dan emosional yang harus dipenuhi secara 

proporsional dan berkeadilan. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menjaga keadilan dalam poligami. Berdasarkan 

pengaturan dan prosedur pelaksanaan poligami yang telah ditetapkan tampak jelas semangat 

kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Dan sebaiknya dalam memberikan 

pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara hendaknya lebih teliti dan mempertimbangkan 

berbagai aspek baik agama, sosial, politik dan ekonomi agar putusan yang dikeluarkan tersebut 

sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan. 

 

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Poligami,  

ABSTRACT 

Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power Article 25 paragraph 3 states that Religious 

Court Judges have a vital role in determining polygamy permits. The purpose of writing this thesis 

is to determine the Judge's Consideration in accepting decision Number 272/Pdt.G/2023/MS-

Bna. Understand the regulation of polygamy permits in Indonesia according to Law Number 1 of 
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1974 concerning Marriage. Analyze the Responsibility of husbands to wives for polygamy permits 

based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used by the author 

is an empirical legal method. The results of the study show that the Judge's Consideration in 

accepting decision Number 272/Pdt.G/2023/MS-Bna, which was determined by the Panel of 

Judges, is in accordance with the context of Islamic legal principles and the legal results can be 

implemented without invalidating previous laws. Regulation of polygamy permit in Indonesia 

according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the regulation and procedure of 

implementing polygamy that has been established clearly shows the spirit of caution contained in 

the Law. This is also what distinguishes it from Islamic jurisprudence which provides leniency 

for polygamy. The husband's responsibility to his wife for polygamy permit based on Law Number 

1 of 1974 concerning Marriage, the husband's responsibility to the first wife in polygamy permit 

includes economic, moral, and emotional aspects that must be fulfilled proportionally and fairly. 

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage provides a clear legal framework to maintain justice 

in polygamy. Based on the regulation and procedure of implementing polygamy that has been 

established, the spirit of caution contained in the Law is clearly visible. And it is better to give 

consideration in deciding a case more carefully and consider various aspects, both religious, 

social, political and economic so that the decision issued is in accordance with what is desired 

by those seeking justice. 

Keywords : Judge’s Consideration, Polygamy 

1. Latar Belakang Permasalahan 

Poligami me$ru$pakan salah satu$ be$ntu$k pe$rnikahan yang diatu$r dalam hu$ku$m 

Islam. Me$ngacu$ pada hu$ku$m Islam (fiqh), poligami me$ru$pakan be$ntu$k pe$rkawinan yang 

dipe$rbole$hkan. Mayoritas u$lama me$mpe$rbole$hkan pe$rnikahan poligami, dan pandangan 

ini didasarkan pada ayat Al-Qu$r’an yang me$mpe$rbole$hkan bahwa se$orang mu$slim laki-

laki me$laku$kan pe$rnikahan de$ngan satu$, du$a, tiga dan e$mpat orang wanita yang baik, 

se$pe$rti yang te$rcantu$m dalam ayat tiga su$rah An-Nisa (4).1 Istilah poligami mirip de$ngan 

poligini, yaitu$ me$nikahi be$be$rapa wanita dalam waktu$ yang be$rsamaan. Poligami pada 

masa se$karang ini ialah se$bu$ah fe$nome$na sosial dalam masyarakat, be$gitu$ banyak 

tanggapan-tanggapan dari ne$tize$n me$nge$nai poligami, baik yang pro mau$pu$n yang 

kontra.  

 
1 Asep Saepudin Jahar dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-undangan 

Indonesia dan Hukum Internasional), Kencana, Jakarta, 2018, hlm.29 
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Dibole$hkan de$ngan syarat yang ke$tat dan dalam ke$adaan te$rte$ntu$. Dalam Kompilasi 

Hu$ku$m Islam (KHI), asas monogami dan ke$bole$han poligami ju$ga dibole$hkan, namu$n 

dalam kondisi khu$su$s, se$rta adanya pe$me$nu$han be$be$rapa syarat yang te$lah diatu$r. 

Me$skipu$n te$lah me$miliki landasan hu$ku$m dan dasar-dasar te$ologis yang ku$at, tampaknya 

praktik poligami se$lalu$ me$ngu$ndang kontrove$rsi bagi be$be$rapa kalangan. Te$ma poligami, 

se$pe$rtinya ju$ga, se$lalu$ me$narik u$ntu$k didisku$sikan. Me$skipu$n te$lah me$miliki landasan 

hu$ku$m dan dasar-dasar te$ologis yang ku$at, tampaknya praktik poligami se$lalu$ 

me$ngu$ndang kontrove$rsi bagi be$be$rapa kalangan. Te$ma poligami, se$pe$rtinya ju$ga, se$lalu$ 

me$narik u$ntu$k didisku$sikan. Wacana me$nge$nai poligami tidak hanya me$narik bagi kau$m 

laki-laki, yang me$njadikannya se$bagai obse$si hidu$p, namu$n ju$ga bagi pe$re$mpu$an yang 

me$nganggap poligami se$bagai se$su$atu$ yang me$mbahayakan ke$du$du$kan dalam ru$mah 

tangga.2 Be$rdasarkan fe$nome$na di atas, pe$nu$lis te$rpanggil u$ntu$k iku$t me$mbe$ri me$mbe$ri 

kontribu$si u$ntu$k me$wacanakan re$alita poligami.  

Dalam hal ini, pe$nu$lis akan me$laku$kan analisis me$nge$nai be$be$rapa aspe$k poligami. 

Dalam pe$rke$mbanganya, prose$s pe$rmohonan izin poligami di Indone$sia te$rnyata 

me$nggu$nakan alasan yang sangat be$ragam, tidak hanya me$ncaku$p ke$tiga alasan yang 

te$lah te$rcantu$m dalam pe$ratu$ran pe$ru$ndang- u$ndangan. Alasan tidak bisa be$rpe$rgian jau$h 

me$njadi faktor dan alasan dalam pe$ngaju$an pe$rmohonan izin poligami di Mahkamah 

Syar’iyah Banda Ace$h, te$rbu$kti de$ngan adanya pu$tu$san te$rhadap pe$rmohonan izin 

poligami yang diakibatkan kare$na sang tidak bisa be$rpe$rgian jau$h, me$njadi se$bu$ah 

pu$tu$san di Mahkamah Syar’iyah Banda Ace$h yang te$rjadi pada tahu$n 2023 de$ngan 

Nomor pe$rkara 272/Pdt.G/2023/MS.Bna.  

 
2 Sunaryo, Agus, "Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis)" Yinyang, Jurnal 

Studi Islam Gender dan Anak Vol 5.1, 2010, hlm 143 
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Hakim Pe$ngadilan Agama me$mpu$nyai pe$ran vital dalam me$mbe$rikan pe$ne$tapan 

izin poligami. Be$rdasarkan U$ndang-U$ndang Nomor 48 Tahu$n 2009 Te$ntang Ke$ku$asaan 

Ke$hakiman Pasal 25 ayat 3 bahwa Pe$radilan Agama me$ru$pakan salah satu$ ke$ku$asaan 

ke$hakiman yang be$rwe$nang me$me$riksa, me$ngadili, me$mu$tu$s dan me$nye$le$saikan pe$rkara 

antara Orang-orang yang be$ragama Islam se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an pe$ratu$ran pe$ru$ndang-

u$ndangan. 

Se$bagaimana yang diru$mu$skan dalam pasal 2 U$ndang-U$ndang Nomor 7 Tahu$n 

1989 ju$ncto U$ndang-U$ndang Nomor 3 Tahu$n 2006 ju$ncto U$ndang-U$ndang Nomor 50 

Tahu$n 2009 Te$ntang Pe$radilan Agama yang be$rbu$nyi “Pe$ngadilan Agama adalah salah 

satu$ pe$laksana ke$ku$asaan ke$hakiman bagi rakyat pe$ncari ke$adilan yang be$ragama Islam 

me$nge$nai pe$rkara pe$rdata te$rte$ntu$ yang diatu$r dalam u$ndang-u$ndang ini” U$ntu$k 

me$nye$le$saikan pe$rse$ngke$taan yang te$rjadi dalam Pe$radilan Agama he$ndaknya haru$s 

se$su$ai de$ngan pe$ratu$ran yang diatu$r dalam hu$ku$m acara Pe$radilan Agama. Hu$ku$m acara 

Pe$radilan Agama adalah pe$ratu$ran hu$ku$m yang me$ngatu$r bagaimana cara me$ntaatinya  

hu$ku$m pe$rdata mate$ril de$ngan pe$rantaraan hakim atau$cara bagaimana be$rtindak di mu$ka 

Pe$ngadilan Agama dan bagaimana cara hakim be$rtindak agar hu$ku$m itu$ be$rjalan 

se$bagaimana se$me$stinya.3  

Be$rdasarkan u$raian latar be$lakang masalah di atas alasan poligami yang dise$babkan 

hanya kare$na sang istri tidak bisa be$rpe$rgian jau$h, maka pe$nu$lis me$nganggap pe$rlu$ u$ntu$k 

me$laku$kan pe$ne$litian dalam se$bu$ah pe$nu$lisan hu$ku$m yang be$rju$du$l “Pe$rtimbangan 

Hakim Te$rhadap Pe$rmohonan izin Poligami te$rhadap Istri Yang tidak bisa be$rpe$rgian 

jau$h (Analisis pu$tu$san Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna)”.Be$rdasarkan latar be$lakang 

 
3 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

Cet. VIII, 2017, hlm 7 
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yang te$lah dije$laskan di atas, maka dipe$rlu$kan pe$ru$mu$san masalah u$ntu$k me$mpe$rmu$dah 

pe$nu$lis dalam me$mbatasi pe$rmasalahan yang akan dikaji. Adapu$n pokok masalah yang 

akan dikaji dalam pe$ne$litian ini adalah se$bagai be$riku$t Bagaimana Pe$rtimbangan Hakim 

dalam me$ne$rima pu$tu$san Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna, yang ke$du$a bagaimana 

pe$ngatu$ran izin pologami di Indone$sia me$nu$ru$t U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 

Te$ntang Pe$rkawinan?  

2. Metode Penelitian  

 

Me$tode$ pe$ne$litian yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini adalah me$tode$ pe$ne$litian 

yu$ridis e$mpiris. Pe$ne$litian yu$ridis e$mpiris yaitu$ pe$ne$litian hu$ku$m yang be$ru$paya u$ntu$k 

me$lihat hu$ku$m dalam arti nyata atau$ dapat dikatakan me$lihat, me$ne$liti, bagaimana 

be$ke$rjanya hu$ku$m dimasyarakat yang me$ngkaji ke$te$ntu$n hu$ku$m yang be$rlaku$ se$rta yang 

te$lah te$rjadi didalam ke$hidu$pan masyarakat.4 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Putusan Nomor 

272/Pdt.G/2023/MS.Bna 

Mahkamah Syar’iyah me$ru$pakan se$bu$ah institu$si yang me$mpu$nyai ke$we$nangan 

u$ntu$k me$mbu$at ke$pu$tu$san-ke$pu$tu$san atau$ me$ngadili te$rhadap se$tiap pe$rkara yang masu$k 

dan me$mpu$nyai ke$ku$atan hu$ku$m yang me$ngikat. Ke$pu$tu$san atau$ produ$k hu$ku$m yang 

dihasilkan diharapkan akan mampu$ me$mbe$rikan dan me$me$nu$hi rasa ke$adilan bagi 

masyarakat. Mahkamah Syar’iyah Banda Ace$h te$lah me$me$riksa dan me$ngadili pe$rkara 

Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna te$ntang pe$rmohonan izin poligami pada tingkat pe$rtama, 

dalam sidang Maje$lis te$lah me$njatu$hkan pu$tu$san atas pe$rkara yang diaju$kan ole$h 

 
4 Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016, hlm. 

29 
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Pe$mohon me$lawan Te$rmohon. Dari du$du$k pe$rkara ini bahwa Dalil-dalil diaju$kannya 

pe$rmohonan izin poligami ole$h Pe$mohon yang pada pokoknya se$bagai be$riku$t: 

Pada tanggal 21 Me$i 2003, Pe$mohon de$ngan Te$rmohon me$langsu$ngkan pe$rnikahan 

yang dicatat ole$h pe$gawai Pe$ncatatan Nikah Kantor U$ru$san Agama (KU$A) Kota Langsa, 

Provinsi Nanggroe$ Ace$h Daru$salam, te$rtanggal 21 Janu$ari 1994. Se$te$lah akad nikah 

Pe$mohon dan Te$rmohon hidu$p be$rsama se$bagaimana su$ami iste$ri de$ngan be$rte$mpat 

tinggal yang se$su$ai de$ngan alamat Jln Ke$bu$n Raja Nomor 9 Du$su$n U$ju$ng Kru$e$ng 

Gampong Ie$ Mase$n Kaye$ Adang Ke$camatan Syiah Ku$ala Kota Banda Ace$h. Dari 

pe$rnikahannya te$rse$bu$t Pe$mohon dan Te$rmohon te$lah dikaru$niai 4 ke$tu$ru$nan. Pe$mohon 

me$nge$mu$kakan bahwa he$ndak me$nikah lagi me$nikah lagi (poligami) de$ngan se$se$orang 

pe$re$mpu$an calon iste$ri ke$du$a Pe$mohon.5 

Pe$mohon me$nyatakan mampu$ me$me$nu$hi ke$bu$tu$han hidu$p iste$ri-iste$ri Pe$mohon 

be$se$rta anak-anaknya, kare$na Pe$mohon be$ke$rja se$bagai Bu$ru$h harian le$pas yang 

be$rpe$nghasilan rata-rata se$tiap bu$lannya se$be$sar Rp. 6.400.000, (E$nam ju$ta e$mpat ratu$s 

ru$piah). Pe$mohon ju$ga me$nyatakan sanggu$p be$rlaku$ adil te$rhadap iste$ri-iste$ri Pe$mohon.  

Se$pe$rti pe$rsyaratan diawal sanggu$pkah dia u$ntu$k be$rlaku$ adil, yang mana te$rle$bih dahu$lu$ 

haru$s dipisahkan du$lu$ hartanya, harta be$sarnya 50/50,  harta be$rsama  50% u$ntu$k istri yg 

pe$rtama, se$te$ngah dari harta itu$ u$dah hak istri, se$te$lah itu$ jika su$dah je$las, te$rkait de$ngan 

nafkah se$bagai su$ami su$dah me$mbe$rikan se$su$ai de$ngan ke$bu$tu$hannya masing-masing, 

te$tapi be$rlaku$ adil ini haru$s dise$su$aikan de$ngan ke$bu$tu$han iste$ri, misalnya anak-anak 

istrinya su$dah mu$lai ku$liah, te$ntu$ le$bih banyak iste$ri yang pe$rtama.6 

 
5 Roslinawati, Selaku Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 

Desember 2024 
6 Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 

Desember 2024 
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Te$rmohon me$nyatakan re$la dan tidak ke$be$ratan apabila Pe$mohon me$nikah lagi 

de$ngan calon iste$ri ke$du$a Pe$mohon te$rse$bu$t. Dan calon iste$ri Pe$mohon pu$n me$nyatakan 

tidak akan me$ngganggu$ gu$gat harta be$nda yang su$dah ada se$lama ini, dan te$tap me$njadi 

milik Pe$mohon dan Te$rmohon. be$rdasarkan su$rat pe$rnyataan be$rlaku$ adil yang dibu$at 

ole$h Pe$mohon te$rtanggal 17 Ju$li 2023. Pe$mohon de$ngan Te$rmohon se$lama me$nikah te$lah 

me$mpe$role$h harta se$bagai be$riku$t: 

a. 1 u$nit Ru$mah yang te$rle$tak di Gampong Ie$ Mase$n Kaye$ Adang Ke$camatan 

Syiah Ku$ala Kota Banda Ace$h de$ngan lu$as bangu$nan 100 m2. 

b. 1 u$nit Mobil me$re$k Daihatsu$ Sigra, de$ngan dibu$ktikan foto copy bu$ku$ 

ide$ntitas pe$milik ke$ndaraan yang dike$lu$arkan ole$h Ke$polisian Dae$rah Ace$h tanggal 18 

De$se$mbe$r 2018. 

Bahwa orang tu$a dari calon iste$ri ke$du$a Pe$mohon me$nyatakan re$la atau$ tidak 

ke$be$ratan apabila Pe$mohon me$nikah de$ngan anaknya te$rse$bu$t. Antara Pe$mohon de$ngan 

calon iste$ri ke$du$a Pe$mohon tidak ada larangan me$laku$kan pe$rnikahan baik me$nu$ru$t 

syariat Islam mau$pu$n pe$ratu$ran Pe$ru$ndang-u$ndangan yang be$rlaku$ yakni Calon iste$ri 

ke$du$a Pe$mohon de$ngan Te$rmohon bu$kan sau$dara dan bu$kan se$su$su$an, be$gitu$pu$n antara 

Pe$mohon de$ngan calon istri ke$du$a Pe$mohon. Bahwa calon iste$ri ke$du$a Pe$mohon 

be$rstatu$s janda se$su$ai de$ngan akta ce$rai. Alasan Pe$mohon be$rpoligami adalah Iste$ri 

pe$rtama Pe$mohon se$lama me$nikah jika he$ndak diajak be$rpe$rgian jau$h se$lalu$ be$ralasan 

dan me$nolak.7 

Pada hari sidang yang te$lah dite$tapkan, Pe$mohon dan Te$rmohon te$lah hadir 

me$nghadap se$ndiri dise$tiap pe$rsidangan. Maje$lis hakim dalam se$tiap pe$rsidangan te$lah 

be$ru$saha me$nase$hati dan me$ndamaikan pihak Pe$mohon dan Te$rmohon namu$n tidak 

 
7 Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 

Desember 2024 
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be$rhasil. U$paya dalam me$ndamaikan Pe$mohon dan Te$rmohon ju$ga dite$mpu$h me$lalu$i 

jalu$r me$diasi ole$h Me$diator non hakim pada Mahkamah Syar’iyah Banda Ace$h, dan 

se$su$ai laporan me$diator pe$mohon te$tap pada pe$rmohonannya dan te$rmohon me$nyatakan 

me$nye$tu$ju$inya pe$rmohonan pe$mohon u$ntu$k me$laku$kan poligami.8  

Bahwa se$lanju$tnya dibacakan pe$rmohonan Pe$mohon yang isinya te$tap 

dipe$rtahankan ole$h Pe$mohon. Bahwa, atas pe$rmohonan Pe$mohon te$rse$bu$t, Te$rmohon 

te$lah me$mbe$rikan jawaban se$cara lisan pada pokoknya me$mbe$narkan se$mu$a dalil-dalil 

pe$rmohonan Pe$mohon dan Te$rmohon tidak ke$be$ratan Pe$mohon me$nikah lagi de$ngan 

Calon Iste$ri ke$du$a. Bahwa calon istri ke$du$a Pe$mohon te$lah dihadirkan dipe$rsidangan, 

yang me$ngaku$ be$rnama: Calon istri ke$du$a Pe$mohon, te$mpat, tanggal lahir di BTP Timu$r, 

25 Ju$ni 1988, u$mu$r 35 tahu$n, agama Islam, Pe$ndidikan SMP, Pe$ke$rjaan Ibu$ Ru$mah 

Tangga, be$rte$mpat tinggal di Take$ngon, Ace$h Te$ngah, dan atas pe$rtanyaan Maje$lis 

me$ne$rangkan se$bagai be$riku$t.9 

Hasil wawancara de$ngan Ibu$ Fau$ziati Se$laku$ Hakim di Mahkamah Syar’iyah 

Banda Ace$h, Pe$ngadilan Me$mu$tu$s pe$rkara be$rdasarkan U$ndang-U$ndang Nomor 14 

Tahu$n 1970 te$ntang Ke$te$ntu$an- Ke$te$ntu$an Pokok Ke$ku$asaan Ke$hakiman ke$mu$dian 

U$ndang-U$ndang Nomor 14 Tahu$n 1985 Te$ntang Mahkamah Agu$ng ke$mu$dian U$ndang-

U$ndang Nomor 7 Tahu$n 1989 Te$ntang Pe$radilan Agama ke$mu$dian U$ndang-U$ndang 

Nomor 14 Tahu$n 2004 Te$ntang Pe$ru$bahan atas U$ndang-U$ndang Nomor 14 Tahu$n 1985 

Mahkamah Agu$ng U$ndang-U$ndang Nomor 3 Tahu$n 2009 Te$ntang Pe$ru$bahan ke$du$a atas 

U$ndang-U$ndang Nomor 14 Tahu$n 1985 Mahkamah Agu$ng.10 

 
8 Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 

Desember 2024 
9 Roslinawati, Selaku Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 

Desember 2024 
10 Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 

Desember 2024 
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Dalam Islam Poligami u$ntu$k tu$ju$an ke$maslahatan, u$ntu$k me$mpe$rbanyak u$mat, 

u$ntu$k syarana dakwah, me$mbantu$ yang ku$rang mampu$, contohnya janda tu$a banyak anak 

bu$kan me$nge$de$pankan syahwat. Inti pe$rkawinan di Indone$sia itu$ Monogami, te$tapi dalam 

Islam dibole$hkan. Dalam islam yang dike$de$pankan bu$kan masalah syahwat te$tapi 

me$nge$de$pankan ke$maslahatan dan me$mpe$rbanyak u$mat.11 Ke$mu$dian dalam pe$rmohonan 

izin poligami ada syarat alte$rnatif dan ada syarat ku$mu$latif ditambahkan de$ngan syarat 

haru$s me$ncantu$mkan pe$nghasilan yang dipe$role$h, te$rmasu$k pe$misahan harta be$rsama 

de$ngan istri pe$rtama, jika istri yang ke$du$a tidak bisa me$nggu$gat harta istri pe$rtama, te$tapi 

harta istri pe$rtama be$rhak de$ngan harta yang dipe$role$h be$rsama harta istri ke$ du$a. U$ntu$k 

pe$rkara Poligami te$rmasu$k pe$rkara Konte$nsiu$n yaitu$ ada Pe$rmohon dan Te$rmohon 

kare$na ada lawan, jika Volu$nte$e$r tidak ada lawan.12  

Dalam pe$rkara ini, ditinjau$ dari pe$ru$ndang-u$ndangan mau$pu$n Hu$ku$m Islam, 

pe$rmohonan izin poligami yang dilaku$kan ole$h Pe$mohon tidak be$rte$ntangan de$ngan 

Pe$ru$ndang-u$ndangan dan Hu$ku$m Islam kare$na ada ke$te$ntu$an te$ntang ke$bole$han 

me$ngaju$kan pe$rmohonan izin poligami te$rse$bu$t. De$ngan dasar se$orang su$ami me$nikahi 

se$orang istri ku$rang dari 4, le$bih dari itu$ tidak dipe$rbole$hkan. Dalam tu$ju$an pe$rkawinan 

u$ntu$k me$mpe$role$h anak itu$lah dasar se$rta tu$ju$an u$tama disyariatkannya pe$rkawinan. 

Yaitu$ me$mpe$rtahankan ke$tu$ru$nan agar du$nia ini tidak me$njadi kosong dari je$nis manu$sia. 

Pada hakikatnya, diciptanya syahwat se$ksu$al pada diri manu$sia ialah se$bagai pe$mbangkit 

dan pe$ndorong dalam pe$ncapaian tu$ju$an itu$. Pihak laki-laki (jantan) dise$rahi tu$gas 

me$nye$diakan be$nih, se$me$ntara pihak wanita (be$tina) se$bagai lahan yang siap ditanami.13 

 
11 Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, Wawancara, Pada Tanggal 30 Desember 

2024 
12 Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 

Desember 2024 
13 Suryo, Genetika, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2014, hlm.3 
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Namu$n, jika me$ngacu$ pada syarat yang haru$s dipe$nu$hi u$ntu$k be$rpoligami, maka 

se$bab-se$bab yang me$ndasari pe$rmohonan izin poligami pada pe$rkara ini, kare$na istri 

pe$rtama se$lalu$ me$nolak be$rpe$rgian jau$h yang me$njadi salah satu$ alasan yang tidak se$su$ai 

de$ngan pe$ru$ndang-u$ndangan yang be$rlaku$ kare$na pada dasarnya U$ndang-U$ndang tidak 

ada syarat te$rse$bu$t dalam alasan poligami.14 Hal te$rse$bu$t yang dapat me$le$mahkan 

ke$ku$atan hasil dari pu$tu$san Maje$lis Hakim yang te$lah sah se$cara hu$ku$m. Ke$bole$han 

poligami, apabila syarat-syarat yang dapat me$njamin ke$adilan su$ami ke$pada istri-istri 

te$rpe$nu$hi. Syarat ke$adilan ini, me$nu$ru$t isyarat Su$rat An- Nisa’ ayat 3 diatas, ke$adilan 

bu$kan hanya dalam mate$ri saja, akan te$tapi dalam hal me$mbagi cinta, tidak akan dapat 

dilaku$kan.15 

Namu$n de$mikian, hu$ku$m Islam tidak me$nu$tu$p rapat-rapat pintu$ ke$mu$ngkinan 

u$ntu$k be$rpoligami, atau$ be$ristri le$bih dari se$orang pe$re$mpu$an, se$panjang pe$rsyaratan 

ke$adilan diantara istri dapat dipe$nu$hi de$ngan baik. Kare$na hu$ku$m Islam tidak me$ngatu$r 

te$knis dan bagaimana pe$laksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala 

me$mang dipe$rlu$kan, tidak me$ru$gikan, dan tidak te$rjadi ke$se$we$nang-we$nangan istri, maka 

hu$ku$m Islam di Indone$sia pe$rlu$ me$ngatu$r dan me$rincinya.16 

Hakim haru$s me$mastikan bahwa se$orang Pe$mohon (su$ami) haru$s mampu$ be$rbu$at 

adil dalam u$ru$san mate$ri, cinta dan giliran. Jika Pe$mohon tidak dapat be$rlaku$ adil, maka 

tidak hanya be$rpe$lu$ang u$ntu$k me$mu$ncu$lkan sakit hati dari istri pe$rtama saja namu$n ju$ga 

dapat be$rpe$lu$ang me$mu$ncu$lkan ke$re$takan hu$bu$ngan ru$mah tangga. Hal ini dapat te$rjadi 

kare$na salah satu$ imbas dari sakit hati adalah mu$ncu$lnya ke$inginan istri u$ntu$k be$rce$rai 

 
14 Abdul Gani Isa, Selaku Akademisi Hukum Perdata, Wawancara, Pada Tanggal 30 Desember 

2024 
15 Jufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, Wawancara, Pada Tanggal 23 Desember 2024 
16 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada Cet. 1, 

Jakarta, 2003, hlm. 141 
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atau$ minimal pisah ranjang (nu$syu$z) dari su$ami.17 Indikasi ini te$lah ditu$nju$kkan ole$h istri 

pe$rtama yang pada awal mu$lanya yang le$bih me$milih u$ntu$k dice$raikan daripada 

su$aminya te$rse$bu$t me$miliki istri lagi. Jadi, ke$khawatiran akan ru$saknya ru$mah tangga 

se$bagai akibat dari mu$ncu$lnya sakit hati se$cara tidak langsu$ng ju$ga dapat diatasi de$ngan 

jalan sikap adil yang haru$s ditu$nju$kkan ole$h Pe$mohon (su$ami). Se$dangkan ke$khawatiran 

mu$ncu$lnya ke$ru$sakan iman tidak lain kare$na adanya pe$lu$ang u$ntu$k be$rbu$at zina antara 

Pe$mohon de$ngan calon istri ke$du$a.18 

Be$rdasarkan hasil wawancara te$rse$bu$t maka pe$nu$lis me$nyimpu$lkan dari tinjau$an 

U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 Te$ntang Pe$rkawinan, ke$pu$tu$san yang dite$tapkan 

ole$h Maje$lis Hakim me$miliki ke$se$su$aian de$ngan konte$ks kaidah hu$ku$m Islam dan hasil 

hu$ku$mnya dapat dilaksanakan tanpa me$matikan hu$ku$m te$rdahu$lu$, Me$skipu$n dalam Pasal 

4 ayat (2) U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 Te$ntang Pe$rkawinan yang be$risi te$ntang 

alasan pe$mbe$rian izin poligami yang te$lah dite$tapkan tidak te$rpe$nu$hi dalam pe$rkara ini 

se$cara syarat alte$rnatif akan te$tapi hakim me$lihat te$rpe$nu$hinya syarat ku$mu$latif yang 

dise$rtai bu$kti adanya jaminan bahwa su$ami akan be$rlaku$ adil te$rhadap iste$ri dan anak-

anak me$re$ka, dalam  ajaran Islam ju$ga te$gas dalam me$nghe$ndaki su$paya u$matnya 

be$rpe$gang te$gu$h ke$pada prinsip monogami ke$tika se$orang su$ami tidak mampu$ be$rlaku $ 

adil, kare$na pada u$mu$mnya ke$hidu$pan be$rmonogami adalah le$bih me$ne$nte$ramkan hati 

dan jiwa dalam be$ru$mah tangga 

3.2 Pengaturan Izin Poligami di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan 

 
17 Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, Wawancara, Pada Tanggal 30 Desember 

2024 
18 Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 

Desember 2024 
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Pada dasarnya dalam U$ndang-U$ndang Pe$rkawinan Nomor 1 tahu$n 1974 me$nganu$t 

adanya asas monogami dalam pe$rkawinan. Hal ini dise$bu$t de$ngan te$gas dalam pasal 3 

ayat 1 yang me$nye$bu$tkan "Pada asasnya se$orang pria hanya bole$h me$mpu$nyai se$orang 

iste$ri dan se$orang wanita hanya bole$h me$mpu$nyai se$orang su$ami".19 Akan te$tapi asas 

monogami dalam U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 Te$ntang Pe$rkawinan tidak 

be$rsifat mu$tlak, artinya hanya be$rsifat pe$ngarahan pada pe$mbe$ntu$kan pe$rkawinan 

monogami de$ngan me$mpe$rsu$lit pe$nggu$naan le$mbaga poligami dan bu$kan me$nghapu$s 

sama se$kali syste$m poligami. Ini dapat diambil argu$me$n yaitu$ jika pe$rkawinan poligami 

ini dipe$rmu$dah maka se$tiap laki-laki yang su$dah be$ristri mau$pu$n yang be$lu$m te$ntu$ akan 

be$ramairamai u$ntu$k me$laku$kan poligami dan ini te$ntu$nya akan sangat me$ru$gikan pihak 

pe$re$mpu$an ju$ga anak-anak yang akan dilahirkannya nanti di ke$mu$dian hari.20 

Pasal 40 Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 9 Tahu$n 1975 me$nye$bu$tkan "Apabila 

se$orang su$ami be$rmaksu$d u$ntu$k be$riste$ri le$bih dari se$orang, maka ia wajib me$ngaju$kan 

se$cara te$rtu$lis ke$pada pe$ngadilan”, se$pe$rti apa yang te$rse$bu$t dalam pasal 3 ayat (2) 

U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 Te$ntang Pe$rkawinan. Se$lain pasal te$rse$bu$t, 

se$orang su$ami yang akan me$lalu$kan poligami haru$s ju$ga me$me$nu$hi pasal 4 dan 5 

U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 Te$ntang Pe$rkawinan, pasal 41 Pe$ratu$ran 

Pe$me$rintah Nomor 9 Tahu$n 1975 se$rta pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI. 

Pasal 4 U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 Te$ntang Pe$rkawinan: 

 
19 Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, Wawancara, Pada Tanggal 30 Desember 

2024 
20 Surjanti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia, Jurnal Universitas 

Tulungagung Bonorowo Vol. 1. No .2 Tahun 2014, hlm 18 
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1) Dalam hal se$orang su$ami akan be$ristri le$bih dari se$orang, se$bagaimana te$rse$bu$t 

dalam pasal 3 ayat (2) U$ndang-U$ndang ini,maka ia waib me$ngaju$kan pe$rmohonan 

ke$pada Pe$ngadilan didae$rah te$mpat tinggalnya. 

2) Pe$ngadilan dimaksu$d dalam ayat pasal ini hanya me$mbe$rikan izin ke$pada se$orang 

su$ami yang akan be$ristri le$bih dari se$orang apabila 

3) Iste$ri tidak dapat me$njalankan ke$wajibannya se$bagai iste$ri 

4) Iste$ri me$ndapat cacat badan atau$ pe$nyakit yang tidak dapat dise$mbu$hkan 

5) Iste$ri tidak dapat me$lahirkan ke$tu$ru$nan. 

Pasal 5 U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 Te$ntang Pe$rkawinan: 

1) U$ntu$k dapat me$ngaju$kan pe$rmohonan ke$pada Pe$ngadilan se$bagaimana dimaksu$d 

dalam Pasal 4 ayat (1) U$ndang-U$ndang ini, haru$s dipe$nu$hi syarat-syarat se$bagai 

be$riku$t:  

a. Adanya pe$rse$tu$ju$an dari iste$ri 

b. Adanya ke$pastian bahwa su$ami mampu$ me$njamin ke$pe$rlu$an-ke$pe$rlu$an hidu$p 

iste$ri-iste$ri dan anak-anak me$re$ka; 

c. Adanya jaminan bahwa su$ami akan be$rlaku$ adil te$rhadap iste$ri-iste$ri dan anak-

anak me$re$ka. 

2) Pe$rse$tu$ju$an dimaksu$d pada ayat (1) hu$ru$f a pasal ini tidak dipe$rlu$kan bagi se$orang 

su$ami apabila iste$ri/iste$ri-iste$rinya, tidak mu$ngkin dimintai pe$rse$tu$ju$annya dan 

tidak dapat me$njadi pihak dalam pe$rjanjian; atau$ apabila tidak ada kabar dari 

iste$rinya se$lama se$ku$rang-ku$rangnya 2 (du$a) tahu$n atau$ kare$na se$bab-se$bab lainnya 

yang pe$rlu$ me$ndapat pe$nilaian dari Hakim Pe$ngadilan. 

De$ngan adanya bu$nyi-bu$nyi pasal yang me$mbole$hkan u$ntu$k be$rpoligami 

ke$ndatipu$n de$ngan alasan-alasan te$rte$ntu$, je$laslah bahwa asas yang dianu$t ole$h u$ndang-
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u$ndang pe$rkawinan se$be$narnya bu$kan asas monogami mu$tlak me$lainkan monogami 

te$rbu$ka diatu$r dalam Pasal 3 U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 te$ntang Pe$rkawinan. 

Poligami dite$mpatkan pada statu$s hu$ku$m daru$rat (e$me$rge$ncy law), atau$ dalam ke$adaan 

lu$ar biasa (e$xtraordinary circu$mstance$). Disamping itu$ le$mbaga poligami tidak se$mata-

mata ke$we$nangan pe$nu$h su$ami te$tapi atas dasar izin dari hakim (pe$ngadilan), se$pe$rti yang 

te$rse$bu$t dalam pasal 3 ayat (2).21 

De$ngan ayat ini je$las se$kali U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 Te$ntang 

Pe$rkawinan te$lah me$libatkan Pe$ngadilan Agama se$bagai institu$si yang cu$ku$p pe$nting 

u$ntu$k me$ngabsahkan ke$bole$han poligami bagi se$orang su$ami, Tampaknya alasan-alasan 

yang dijadikan dasar me$ngaju$kan poligami be$rnu$ansa fisik ke$cu$ali alasan yang ke$tiga 

yaitu$ iste$ri tidak dapat me$njalankan ke$wajibannya se$bagai iste$ri.54 Namu$n de$mikian 

te$rnyata U$ndang-U$ndang Pe$rkawinan ju$ga me$mu$at syarat-syarat u$ntu$k ke$bole$han 

poligami, se$pe$rti yang te$rmu$at dalam pasal 5 ayat (1).  

U$ntu$k me$mbe$dakan pe$rsyaratan yang ada dipasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 

dise$bu$t de$ngan pe$rsyaratan alte$rnatif yang artinya salah satu$ haru$s ada u$ntu$k dapat 

me$ngaju$kan pe$rmohonan poligami. Se$dangkan pasal 5 adalah pe$rsyaratan ku$mu$latif 

dimana se$lu$ru$hnya haru$s dapat dipe$nu$hi su$ami yang me$laku$kan poligami. Me$nyangku$t 

prose$du$r me$laksanakan poligami atu$rannya dapat dilihat di dalam Pe$ratu$ran Pe$me$rintah 

Nomor 9 tahu$n 1975 Pada pasal 40 dinyatakan: “Apabila se$orang su$ami be$rmaksu$d u$ntu$k 

 
21 Aris Munandar, Penyuluhan Hukum Tentang Pengaturan Poligami Dan Akibat Hukumnya Di 

Indonesia,  vol 5 Nomor 1 Jurnal Kompilasi Hukum, 2020, hlm 35 

https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/issue/view/3
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be$ristri le$bih dari se$orang maka ia wajib me$ngaju$kan pe$rmohonan se$cara te$rtu$lis ke$pada 

pe$ngadilan”.22 

Izin Pe$ngadilan Agama tampaknya me$njadi sangat me$ne$ntu$kan. Apabila ke$pu$tu$san 

hu$ku$m yang me$mpu$nyai ke$ku$atan hu$ku$m te$tap, izin pe$ngadilan tidak dipe$role$h maka 

me$nu$ru$t ke$te$ntu$an pasal 44 Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 9 Tahu$n 1975 dije$laskan bahwa 

Pe$gawai Pe$ncatat dilarang u$ntu$k me$laku$kan pe$ncatatan pe$rkawinan se$orang su$ami yang 

akan be$riste$ri le$bih dari se$orang se$be$lu$m adanya izin Pe$ngadilan se$pe$rti yang dimaksu$d 

dalam pasal 43 (Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 9 tahu$n 1975).23 

Ke$te$ntu$an hu$ku$m yang me$ngatu$r pe$laksanaan poligami se$pe$rti te$lah diu$raikan 

diatas me$ngikat se$mu$a pihak, pihak yang me$langsu$ngkan poligami dan pe$gawai pe$ncatat 

pe$rkawinan. Apabila me$re$ka me$laku$kan pe$langgaran te$rhadap ke$te$ntu$an pasal-pasal 

u$iatas dike$nakan sanksi pidana masalah ini diatu$r dalam Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 9 

tahu$n 1975 Pasal 45. 

Kompilasi Hu$ku$m Islam se$pe$rti yang te$rlihat tidak be$rbe$da de$ngan U$ndang-u$ndang 

Pe$rkawinan dalam masalah poligami ini. Khu$su$s yang be$ragama Islam pe$laksanaan 

poligami diatu$r dalam Kompilasi Hu$ku$m Islam Bu$ku$ I te$ntang Hu$ku$m Pe$rkawinan Bab 

IX Pasal 55 sampai de$ngan pasal 59.24 

Se$dangkan pe$ngatu$ran izin poligami bagi PNS me$nu$ru$t Pe$ratu$ran Pe$me$rintah 

Nomor 10 tahu$n 1983 jo Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 45 tahu$n 1990 te$ntang Pe$ru$bahan 

 
22 Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 

Desember 2024 
23 Ekawati Mulyaningsih, Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami menurut undang-

undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang 

pelaksanaan undang-undang perkawinan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm 13 
24 Jufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, Wawancara, Pada Tanggal 23 Desember 2024 
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Atas Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 10 Tahu$n 1983. Me$nu$ru$t Pe$ratu$ran Pe$me$rintah ini bila 

se$orang Pe$gawai Ne$ge$ri Sipil akan be$rpoligami maka ia haru$s minta izin du$lu$ ke$pada 

pe$jabat yang me$ru$pakan atasan dari Pe$gawai Ne$ge$ri Sipil te$rse$bu$t. Apabila pe$gawai 

ne$ge$ri sipil me$laku$kan poligami dan pe$rce$raian tanpa izin te$rle$bih dahu$lu$ dari pe$jabat 

yang be$rwe$nang, maka ia dijatu$hi hu$ku$man be$rat be$ru$pa pe$mbe$rhe$ntian de$ngan hormat 

se$bagai pe$gawai ne$ge$ri tidak atas pe$rmintaan se$ndiri. 25 

 

Se$lain itu$ ju$ga se$orang Pe$gawai Ne$ge$ri Sipil yang akan me$laku$kan poligami haru$s 

me$me$nu$hi pe$rsyaratan-pe$rsyaratan se$bagaimana te$lah dite$ntu$kan dalam U$ndang-U$ndang 

Nomor 1 Tahu$n 1974 Te$ntang Pe$rkawinan, Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 9 Tahu$n 1975. 

Syarat ku$mu$latif itu$ antara lain: Adanya pe$rse$tu$ju$an te$rtu$lis dari iste$ri, adanya ke$pastian 

bahwa su$ami me$njamin ke$pe$rlu$an hidu$p iste$ri-iste$ri dan anak-anak, Adanya jaminan 

bahwa su$ami akan be$rlaku$ adil ke$pada iste$ri dan anak-anak me$re$ka.26 

Namu$n U$ndang-U$ndang ini tidak me$ne$ntu$kan se$cara te$gas, apakah alasan-alasan 

te$rse$bu$t be$rsifat alte$rnatif atau$ ku$mu$latif se$hingga hal yang de$mikian ini akan 

me$nimbu$lkan ke$tidakpastian yang mu$ngkin saja akan disalahgu$nakan. Se$me$ntara itu$ 

Poligami bagi anggota ABRI diatu$r dalam Ke$pu$tu$san Me$nte$ri Pe$rtahanan 

Ke$amanan/Panglima Angkatan Be$rse$njata Nomor: Ke$p/01/1/1980 te$ntang Pe$ratu$ran 

Pe$rce$raian Dan Ru$ju$k Anggota ABRI pasal 2 yang be$rbu$nyi: 

 
25 Prezzi Malta, Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi PNS Berdasarkan PP No. 45 Tahun 

1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan 

Politik Vol. 1, No. 2, pp. 150-158 E-ISSN: 3026-3220, 2024, hlm 151 
26 Ibid, hlm 152 
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a. Pada asasnya se$orang anggota ABRI pria/wanita hanya diizinkan me$mpu$nyai 

se$orang su$ami/iste$ri. 

b. Me$nyimpang dari ke$te$ntu$an te$rse$bu$t ayat a pasal ini se$orang su$ami hanya dapat 

dipe$rtimbangkan u$ntu$k diizinkan me$mpu$nyai iste$ri le$bih dari se$orang apabila hal 

itu$ tidak be$rte$ntangan de$ngan ke$te$ntu$an agama yang dianu$tnya dan dalam hal Iste$ri 

tidak dapat me$lahirkan ke$tu$ru$nan de$ngan su$rat ke$te$rangan dokte$r.  

c. Dalam hu$bu$ngan ayat b pasal ini, su$rat pe$rmohonannya haru$s dile$ngkapi se$lain 

de$ngan lampiran te$rse$bu$t dalam pasal 14 ke$pu$tu$san ini ju$ga de$ngan me$nye$rtakan: 

1) Su$rat Ke$te$rangan Pribadi dari calon iste$ri yang me$nyatakan bahwa ia tidak 

ke$be$ratan dan sanggu$p u$ntu$k di madu$. 

2) Su$rat pe$rnyataan/pe$rse$tu$ju$an dari iste$ri pe$rtama. 

3) Su$rat pe$rnyataan su$ami yang me$nyatakan adanya ke$pastian bahwa ia mampu$ 

me$njamin ke$bu$tu$han jasmani dan rohani iste$ri-iste$rinya. 

Be$rbe$da de$ngan pe$ngatu$ran poligami bagi anggota Polri yang diatu$r dalam 

Pe$tu$nju$k Te$knis No. Pol.: JU$KNIS/01/III/1981 te$ntang Pe$rkawinan, Pe$rce$raian, dan 

Ru$ju$k Bagi Anggota Polri, bahwa syarat anggota POLRI yang akan be$rpoligami hanya 

dapat dipe$rtimbangkan akan dibe$ri izin be$riste$ri le$bih dari satu$ orang, bilamana pihak 

iste$ri be$rada dalam ke$adaan se$de$mikian ru$pa, se$hingga ia tidak dapat me$laksanakan 

ke$wajibanya se$bagai se$orang iste$ri te$rhadap su$ami se$lama se$ku$rang-ku$rangnya 2 (du$a) 

tahu$n de$ngan su$rat ke$te$rangan dokte$r.27 Se$me$ntara itu$ ke$te$ntu$an yang lain sama de$ngan 

pe$ratu$ran bagi anggota ABRI yaitu$ se$pe$rti yang te$rcantu$m dalam Ke$p /01/1/1 980 dan 

su$rat ke$sanggu$pan calon iste$ri u$ntu$k be$rse$dia dimadu$. 

 
27 Nur Atina Wulandari, Pengaturan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai 

Pega Wai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm 30 
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Se$lain itu$ ju$ga se$orang Pe$gawai Swasta yang akan me$laku$kan poligami, Me$ski 

pe$gawai swasta tidak tu$ndu$k pada atu$ran ke$pe$gawaian ne$gara (se$pe$rti ASN), me$re$ka 

te$tap wajib me$matu$hi atu$ran hu$ku$m yang be$rlaku$, te$rmasu$k U$ndang-U$ndang Pe$rkawinan 

dan pe$ratu$ran yang re$le$van. Dalam praktiknya, pe$gawai swasta ju$ga pe$rlu$, Me$ndapatkan 

izin dari istri atau$ istri-istrinya. Dan Me$laku$kan pe$ndaftaran di pe$ngadilan agama u$ntu$k 

me$ndapatkan pe$rse$tu$ju$an re$smi.28  

Me$lihat prose$du$r pe$laksanaan poligami diatas tampak je$las se$mangat ke$hati-hatian 

yang dikandu$ng ole$h U$ndang-U$ndang. Ini pu$la yang me$mbe$dakannya de$ngan fikih Islam 

yang me$mbe$rikan ke$longgaran be$rpoligami. Se$be$narnya atu$ran-atu$ran yang sangat rinci 

te$rse$bu$t dimaksu$dkan agar izin poligami te$rse$bu$t tidak me$nimbu$lkan e$kse$s ne$gatif atau $ 

dalam bahasa hu$ku$m Islam tidak me$nimbu$lkan ke$maslahatan bagi pihak-pihak yang 

be$rke$pe$ntingan. Se$baliknya yang ingin diwu$ju$dkan dalam atu$ran-atu$ran te$rse$bu$t 

te$rciptanya ke$maslahatan bagi se$mu$a pihak baik bagi iste$ri-iste$ri, su$ami dan anak-anak. 

Be$rbagai macam pe$ratu$ran te$ntang poligami yang ada di Indone$sia ini tidak be$rmaksu$d 

u$ntu$k me$larang atau$ me$nghapu$skan sama se$kali adanya poligami me$lainkan u$ntu$k 

me$ngatu$r agar pe$laksanaan poligami ini dike$mu$dian hari tidak me$ru$gikan bagi iste$ri-

iste$ri dan anak anaknya. 

4. Kesimpulan   

Pe$rtimbangan Hakim Dalam Me$ne$rima Pu$tu$san Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna, 

dari tinjau$an U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 Te$ntang Pe$rkawinan, ke$pu$tu$san 

yang dite$tapkan ole$h Maje$lis Hakim me$miliki ke$se$su$aian de$ngan konte$ks kaidah hu$ku$m 

 
28 Suparman, H., "Analisis Yuridis Pelaksanaan Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 

(Menjelaskan prosedur hukum untuk izin poligami di Indonesia.)". Jurnal Hukum Islam, Vol. 18, No. 2, 

2020, hlm 33 
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Islam dan hasil hu$ku$mnya dapat dilaksanakan tanpa me$matikan hu$ku$m te$rdahu$lu$, 

Me$skipu$n dalam Pasal 4 ayat (2) U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 1974 Te$ntang 

Pe$rkawinan yang be$risi te$ntang alasan pe$mbe$rian izin poligami yang te$lah dite$tapkan 

tidak te$rpe$nu$hi dalam pe$rkara ini se$cara syarat alte$rnatif akan te$tapi hakim me$lihat 

te$rpe$nu$hinya syarat ku$mu$latif yang dise$rtai bu$kti adanya jaminan bahwa su$ami akan 

be$rlaku$ adil te$rhadap iste$ri dan anak-anak me$re$ka. 

Pe$ngatu$ran Izin Poligami di Indone$sia Me$nu$ru$t U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu$n 

1974 Te$ntang Pe$rkawinan, Be$rdasarkan pe$ngatu$ran dan prose$du$r pe$laksanaan poligami 

yang te$lah dite$tapkan tampak je$las se$mangat ke$hati-hatian yang dikandu$ng ole$h U$ndang-

U$ndang. Ini pu$la yang me$mbe$dakannya de$ngan fikih Islam yang me$mbe$rikan 

ke$longgaran be$rpoligami. Se$be$narnya atu$ran-atu$ran yang sangat rinci te$rse$bu$t 

dimaksu$dkan agar izin poligami te$rse$bu$t tidak me$nimbu$lkan e$kse$s ne$gatif atau$ dalam 

bahasa hu$ku$m Islam tidak me$nimbu$lkan ke$maslahatan bagi pihak-pihak yang 

be$rke$pe$ntingan. Se$baliknya yang ingin diwu$ju$dkan dalam atu$ran-atu$ran te$rse$bu$t 

te$rciptanya ke$maslahatan bagi se$mu$a pihak baik bagi iste$ri-iste$ri, su$ami dan anak-anak. 
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